
b. bahwa berdaearkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalarn hum!" a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten tang Pedornan Penyusunan Standar
Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna, Jabatan
Administrator dan .Jabatan Pengawas dengan Peraturan
Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalarn Daerah
Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19:;6 Nomor 25) sehaw;Jim"ma h,.l>lh
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Talrun 1965
ten tang Pembentukan Daerah Tingkat H Sarolangun
Bangko dan Daerah Tingkat IITanjung .Jabung (Lcmbaran
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor
5494);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pernbentukan Peraturan Perundang-U ndangan
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2011 Nomor

82, Tambahan ...2

Mengingat

Menimbang

PERA'fURANBUPATI BUNGO
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENiANG
PEDOMAN PENYUSUNANSTANDAR [{OMPETENSI JABATAN
PIMP1NANTINGGJ PRATAMA,JABATAN ADMINISTRATOR

DAN ,JABATAN PENGAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIBUNGO.

a, bahwa guna mendukung terwujudnya profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dan untuk menyelenggarakan sistem
merit Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bungo yang berbasis pada
kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan
Perangkat Daerah serta pengembangan karier Pegawai
Ncgcri SipJl sebagaimana ketentuan dalam. Pcraruran
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan. Reformasi
Birokrasi Nornor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kornpetensi .Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Periytrs'urran Standar Kompetcnsi .Jabatan Pimpinan
Tinggl Pratarna, .Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas.

BUPATIBUNGO
PROVINS! JAMB!

,



1:1. Peraturan ...3

82, Tsmbahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
ientang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Uudangan (Lemburan Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6801);

3. Undang Undang Nornor 23 Tabun 2014 len lang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesra Tahun 10J 4 Nomor 244, 'l'ambahan Lernbaran
Ncgara Repubik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana
sudah dibuah beberapa kali, terakhir dcngan Undang­
Undang Nomor (, Tabun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Mcnjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun
2023 Nornor 41, Tarnbahan Lembaran Negara Repulik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pernerintahan (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601):

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ten tang Aparatur
Sipil Ncgara (Lcmbaran NegaraRepublik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Ncgara Rcpublik
Indonesia Nomor O~Y7):

6. Perrunrnn P~TTlerinlahNomor 18 Tahun 2016 tentang
Pcrangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20 I f) Nomor 114, Tarnbahan Lernbarnn Negara
RcpubJik Indonesia Nomor 5888) sebagairnana telah
diubah dcngan Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Pcrubahan Alas Peraturun Pernerintah
Nomor 18 Tabun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lcmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015
len tang Pembentukan Produk Hukum Daerab (Bents
Negara Republik Indonesia Tahun 20] 5 Nomor 2036)
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentsng Perubaban
Alas Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pernbentukan Produk lIukum Daerah
(Berits Negara Republik Indonesia Tabun 2018 Nomor
157);
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6. -Jabatan ...4

BASI
KETEN'rUANUMUM

Pasal I

Dalam Pt:rulu.ran Bupati ini yang dirnaksud dcngan :

1. Daerah adaJah Kabupaten Rungo.
2. Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksarw.an urusan pemenntahan vang mcnjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adaluh Bupati Bungo
4. Apararur Sipll Negara yang se1anjutnya disingkat ASN

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai
Pemenntahan Dcngan Perjanjian Kerja yang bekerja pada
Instansi Pemerintab.

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah Warga Negara Republik Indonesia yang mernenuhi
syarat tertenru, diangkat sebagai Pegawai ASN secara
recap oleh Peiabat Pembina Kcpegawalar, untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

8. Peraruran Mcolcri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahuo 2017 tentang
Pedoman Standar Kompetcnsi Jabatan Aparatur Sipil
Negara (Bcri1A Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1907);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negura dan
Reforrnasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2020 ten Lang
standar Kornpeteusi JabalaJl Pirupinan Tinggi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi [Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 80S);

10. Keputusan Menleri Peodayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Dirokrasi Nomor 409 Tahun 2019 terrtang
Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di
Lingkungan lnstansi Daerah;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah
Kabupaten Bunge (Lembaran Daerah Kabunaten Bungo
Tab un 2016 Nomor 5). Sebagaiarnana Lelah diubah
heberapa kali, tcrakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
GTahun 2022 tenrnng Perubahan Kcdua Allis Peraturan
Dacrah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

PERATURI\N BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANL>AHKOMI'ETENSI JARATAN PIMPINAN TINGGI
PRATAMA, .JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN
PENGAWAS.
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Menetapkan



BAB II... S

6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan Iungsi,
tugas tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang PNS
dalam satuan organisasi Pemerintah Kabupaten Bungo;

7. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya
clisebut JPT Pratama yang meliputi Sekretaris Daerah,
Inspektur Daerah, Asieten Daerah, Kepala Dinas, Kepala
Badan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris
DPRD, Kepala Pelaksana pada Badan Pcnanggulangan
Bencana Daerah, Staf Ahli dan Direktur Ruman Sakit
Omum Dacrah.

8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang meliputi
Kepala Bagian, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan,
Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Satuan Polisi Pamong
Praja, Wakil Direktur RSUD, Cam at, Kepala Bidang dan
jabatan lain yang setera dengan eselon ill.

9. Jabatan Pcngawas adalah jabatan yang meliputi Kepala
Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, Kepala
UPTD/UPTB dan jabatan lain yang setera dengan eselon
tV.

10.Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan,
dan sikapj' perilaku yang dapat diamati, diukur, dan
dikembangkan yang spesillk berkaitan dengan bidang
teknis jabatan;

11. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan,
keterampilan dan sikapj perilaku yang depot diarnati,
dlukur, clikembangkan untuk memimpin, dan/ atau
mengelola unit orgarrisasi.

12. Kompetensi Sosial Kultural adalah adalah pengetahuan,
ketcrarnpilan, dan 6ikap/p(:rilaku, yan~ dapal, diamati,
diukur, dan dikernbangkan terkait dengan pengalaman
berinteraksi dengan masyarakaL majemuk dalam hal
agama, suku dan budaya pcrilaku, wawasan kcbangsaan,
erika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus
dipenuhi oleh seliap peHlt::jo(l-.lIlg jabatan uutuk
rnemperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi. dan
jabatan,

13.Standar Kompetensi .Jabatan Aparatur Sipil Negara yang
selanjutnya disebut Standar Kompetensi ASN adalah
deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang
dipcrlukan ecorang ASN dalarn melaksanakan tugas
jabatan;

14. Sistcm Merit adalah kebijakan dan manajemen ASNyang
berdasarkan pada kualifikasi, kornpetensi, dan kinerja
secara awl dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warria kulit, agama, asal usu1, jerris
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi
kecacatan,
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Ruanp; lingkup pedoman pcnyusunan standar kompelensi
jabatan unruk jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan
Admtnistrator da.n .Iabatan Pengawas adalah mehputi:

Pasal 4

BABfH
RUANG LINGKUP

Tujuan penetapun Pedornan Penyusunan Standar Komptensi
Jabalan Pimpinan Tinggi Prarama, Jabatan Administrator
dan .Jaharan Penl',RWHS adalah :
a. Mcwujudkan obyektifitas, kualitas, tranparasi, dan

ukuntabilitas pongangkatan, pcrninrlnhnn dan
pembcrhcntian PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas.

h Mengjdcntifikasi kompetensi yang dipersyurrnknn untuk
Jabatan Pirnpinan Tinggi Pratama, .Jabatan Administrator
dan .Jabaran Pengawas.

c. Mewujudkan kesesuaian antara rugas dalam Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama, .Jabatan Administrator dan
.rabaran Pengawas dengan kompelcnsi pernangku jabatan
atau cajon pernangku jabatan.

d. Mcwujudkan tcrtib pengembangan dan pcmbinaan karier
PNS.

BABIl
MAKSUDDANTUJUAN

Pasa12

Maksud penetapan Pedoman Penyusunan Standar
Kompetensi Jubalan Pimpinan Tinggi Pratarna, .Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas adalah :

a. Dasar pedornan kompetensi yang dlpersyaratkan untuk
menduduki jabatan Pimpinan Tinggl Pratarna, Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas

b. Dasar pertimbangan dalam pengajuan usul (hm/atau
pcnernpatan pengangkatan, pernindahan dan
pemberhenlian PNS dalam dan dan Jabatan Pimpinan
Tioggi Pratama, Jabatan Administrator dan .Jabaian
Pengawas.

c. Standar pcnilaian dari aktivitas penilaian kompetensi baik
untuk tujuan pengisian jabatan yang lowong maupun
untuk pernentaan kompetensi.

d. Daser penyusunan program peningkatan kompetensi
Jabatan Pimpinan Tingg! Pratarna, Jabatan Administrator
dan Jabatan Pengawas serta suksesi .Jabatan Pimpinan
Tinggi f'ratama, Jabatan Administrator dan .Jabatan
Pcngawas.

e. Dasar penyusunan program pengernbangan dan/atau
pembinaan karier PNS.

Pasal3
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c. Komunikasi ...7

a. Irttegritas, yaitu mampu menciptakan situasi kerja yang
mcndorong kepatuban pada nilai, norma, dan etika
organisasr,

b. KeIjasama, yaitu membangun komitrnen tim dan sinergi;

Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalarn Pasal6
huruf bmcrupakan kompetensi bagi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pralama adalah :

Pasal8

(1) Kompetensi teknis sebagairnana dimaksud dalam Pasal
6 huruf a mcrupakan kompctensi yang dibutuhkan
untuk mend ukung kinerja scsuai dengan rugas dan
f\1ngsijabatan;

(2) Kornperensi teknis berpedoman pada Ketentuan
Peraturan Pcrundang-undangan.

Paragraf3
Kompetf'n"i Manajt:'rlru

Pasal 7

u, Kompclensi Teknis:
b. Kompetensi Manajerial; dan
c. Kornpetensi Sosial Kulrural.

Paragraf Z
Kompelensi Teknis

Kompetensi Jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 4
huruf b peraturan ini, terdiri atas:

Pasal fi

Bagian Kedua
Kompetensi Jabatan

Paragraf 1
Ruang Lingkup

a. Nama-Jabatan;
b. Uraian/Ikhtisar Jabatan; dan
c. Kodc Jabatan.

ldentitas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf a peraruran inimeliputi :

Pasal5

a. ldentitas Jabatan
b. Kompetensi .Jabatan; dan
c. Persyaratan Jabatan

Dagian Kesaru
Identitas Jabatan
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Kompetensi. ..8

a. Integritas, yaitu mampu memastikan, menanamkan
keyakinan bersarna anggota yang diplrnpin bertindak
sesuai nilai, norma, dan etika organieasi dalarn lingkup
formal;

b. KerjusHrnll, yaitu efektif mcmbangun lim kerja untuk
peuingkatan klJlerJliorgantsasi:

c. Komunikasi, yaitu bcrkomunikasi secara asertif, tcrampil
berkomunikaai lisan/rertulis untuk menyampaikan
informasi yang seasitif/rumir /kompleks;

d. Oricnrasi Pada Hasil, yaitu menetapkan target kerja yang
menan tang bag] unit kerja, memberi sprcsiasl dan
teguran untuk mendorong kinerja;

e. Pelayanan Publik. yaitu mampu memanfaatkan kekuatan
kelompokserta mcmperbaiki standar pelayanan publik d.i
lingkup unir kerja:

f. Pcncrnbangan Diri dan Orang Lain, yaitu mcmberikan
umpan balik, membimbing;

g. Mengdull:. Peru bahau, yaitu membautu orang lain
mengikuti pcrubahan, mengantisipasi perubahan secara
tepat;

h. Pengam~i1an Kcp~tusan. yaitu membandingkan bcrbagai
alternatif, menyeunbangkan resiko keberhasilan dalarn
Imptemeruas! program,

Kornpetensi manajerial sebagaimena dimaksud dnlnm Pasnl S
buruf b bagi Jabatan Administrator adalah :

Pasal9

c. Komunikasi. vairu mampu mengemukakan pernikiran
multidimensi secara lisan dan tertulis untuk mendorong
kesepakatan derigan tujuan meningkatkan kinerja sceara
keseluruhon;

d. Orientasi Pada Hasil, yaitu mendorong unit kerja
mencapai unit kerja yang ditetapkan atau melebihi basil
kerja sebclumnya;

e. Pelayanan Publik, yaltu rnampu memonitor,
mengevaluasi, mernperhirnngkan, dan mengantisipasi
dampak dari isu-isu jangka panjang, kescmpatan, atau
kekuatan politik dalam hal pclayarran kebutuhan
pemangku kepentingan yang transparan, cbjektif, dan
profesional;

f. Pengernbangan din dan orang lam, yairu rnenyusun
program peogembangan jangka panjang dalarn rangka
rncndorong manajemen pembelajaran;

g. Mengeloia Perubahan, yaitu memimpin perubahan pada
unit kerja;

h. Pengambilan Keputusan, yaitu menvelesalkan masalah
yang mengandung resiko tinggi, rnenganustpasi dampak
Kepurusan, mernbuar Tindakan pengamanan dan rnitigasi
resiko.
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Bagian ...9

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 6 hUM c bagi .Jabatan Pengawas adalah Perekat
Bangsa yaitu akrif mengernbangkan sikap saling rnenghargai,
menekankan persamaan dan persatuan,

Pasal 13

Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud dalarn
Pasal 6 huruf c bagi Jabatan Administrator adalah Perekat
Bangsa yaitu mempromosikan, mengembangkan sikap
toleransi dan persatuan.

Pasal 12

Pasal 11

Kompetensi Sosial Kulrural sebagairnana dimaksud dalam
Pasal 6 huruf c bagi Jabutan Pimpinan TinggiPratama adalah
Perckat Bangsa yaitu rnendayagunakan perbedaan secant
konslruktif dan kreatif untuk meningkatkan efektifitas
organ isasi.

Pragraf4
Kornpetenai Sosiat Kullural

Kompetensi manajerial sebagaimana. dimaksud dalam Pasal
6 huruf b bagiJabatan Perigawasadalah :

a. lntegritas, yaitu mampu mengingatkan, mengajak rekan
kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika
organisasr;

b. Kerjasama, yaitu menumbuhkan tim kerja yang
partisipatif dan efektif;

c. Komunikasi, yairu aktif menjalaukan komunikasi secara
formal dan informal, bersedia mendengarkan orang lain,
menginterpretasikan pesan dcngan respon yang sesuai,
mampu menyusun materi presentasi, pidato, naskah,
laporan, dll;

d. Orienrasi Pada Basil, yaitu berupaya rneningkatkan hasil
kerja pribadi yang lebih tinggi dari standar yang
ditetapkan, rnencari, mencoba rnetode alternatif untuk
peningkatan kinerja;

e. Pelayanan Publik, yaitu mampu mensupervisij
mcngawasij mcnyclia dan menjelaskan proses
pelaksana.an tugas tugas pemerintahan/ pelayanan
publik secara transparan;

f. Pengembangan Diridan Orang Lain,yaitu mening-katka.n
kemampuan bawahan dengan rnernberikan contoh dan
penjelasan cara melaksanakan suaru pekerjaan;

g. Mengelo1a Perubahan, yaitu proaktif beradaptasi
meugikuti perubahan;

h. Pengarnbilan Keputusan, yaitu menganalisls masalah
secara rnendalam.

PasallO
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(2) Pengalaman ... lO

Paragraf4
Pengalaman Kerja

Pasal 17

( I) Pengalamankerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
14 huruf c bagi .Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna
adalah:
a. ruerniliki pengalaman jabatan dalam bidang yang

rcrkait dengan jabatan yang akan diduduki secara
kumulatif paling kurang 5 (lima) tahun;

b. sedang atau pernah menduduki jabatan
administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli
madya paling singka12 (dua) lahun.

Pasal 15

(1) Persyaratan sebagaimana dimaksud pasal dalam 14
hUM b terdiri dari Pelatihan Manajcrial dan Pelatihan
Teknis;

(2) Pclatihan Manajerial bagi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratarna adalah Pelatihan Kepemimpinan Pratama, bagi
Jabatan Administrator adalah Pelatihan Kepemimpinan
Administrator dan bagi Jabatan Pengawas adalah
Pelatihan Kepernimpinan Pengawas:

P) Pclatihan leknis adalah pelatihan yang diberikan unruk
mendukung pencapaian kinerja berdasarkan tugas dan
Iungsl jabatan.

ParagraI3
Pelatihan

Pasal15
Persyaratan Pendidlkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 hun)! a adalah paling rondah Sarjana dan atau Diploma
IV (D.N).

a. Pendidikan;
b. Pelatihan;
c. Pen1{alamanKerja;
d. Pangkat; dan
e. lndikator Kinerja Jabatan.

PW-(t~ctI2
Pendidikan

I-'ersyaratan jabatan sebagaunana dimaksud da1am Pasal 4
huruf c peraturan ini, sekurang-kurangnya terdiri alas:

Pasal14

Bagian Ketiga
Pcrsyaratan Jabatan

Pragraf 1
Ruang Lingkup
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BAB IV... !1

(I) lndikator kincrja jabatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 huruf e digunakan sebagai parameter
keberhasilan pcncapaian kinerja pemangku jabatan;

(2) lndikator kinerja jabatan bagi -Jabataa Pirnpinan -ringsi
Pratama mcn~acu kepada indikator sasaran pads
do~en m.atrlks rcncana stratcgis unit kerja;

(3) lndikator kinerja jabatan bagi .Jabatan Administrntm­
mengaeu kepada indikator kinerja sasaran scsuai level
dalarn dokumen cascadin~kinerjadandokumcn matriks
rencana strategis unit kcrja;

(4) Indikator kinerja jabatan bagi .Jabatan Pengawaa
men~acu kepada indikator kegiatan pada dokumen
matriks rencana stratcgis unit .kerja.

Pasal 19

a. bagi .Jabatan Plmpinan Tinggi Pratama adaJah serendah­
rendahnya Golongan IVla atau Pembina;

b. bagiJabatan Administrator yang tcrcliri dari Kepala Bagian
pada Sckretariat Dacrah, Kopala Bagian pada Sckrctarlat
DPRD,Sekretaris lnspektorat, Sekretaris Dines, Sekretaris
Baden, Camat, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Preja
serendah-rendahnya adalah Golonganmid atau Penata
Tingkat I;

c. bag; .Jabatan Anmini);tralnr selain ~ng diseburkan ranI!
huruf (b)serendah-rendahnya Golongan lli/e 8LaU P(';1l8La;
rhlll

d. bag! Jabalall Pengawas adalah serendah-rcndahnya
Uolongan IU/b atau Penata Muda Tingkat 1.

Paragraf6
Indikator Kinerja Jabatan

Persyaratan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 14
huruf d adaJah:

Pasal 18

(3) pengalarnan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal
14 huruf c bagi Jabatan Administrator adaJahmemiliki
pengalaman pada Jabatan Pengawas paling singkat 3
[uga) tahun atau jabatan fungsional yang sctingkat
dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidAng rugas;

(4) pengalarnan kerja sebagaimana dimaksud dalarn Pasal
14 huruf c bagi Jabatan Pengawas adaJah memiliki
pengalaman deism jabatan pelaksana paling singkat 4
(empat) tahun atau jabatan fungsional yang setingkat
dengan jabatan pelaksana

P(lrflgrnf 5
Pangkat
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MURSIDI
BERlTA DAERAJI KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024 NOMOR

SEKRETAR1§ :3!!@'!At! KAOUPA'T'EN BUNGO

~

Bungo
2024

Diundangkan di
Pada TanggaJ (P m.e.1

. ",...
..

I:iUPATI BUNGO,

..

Ditetapkan di Bunge
pada tanggal ~ ~\ 2024

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraruran Bupati ini dengan mencmpat­
kannya pada Berlta Daerah Kabupatcn Bungo.

Pcraruran Bupati ITIl mulai berlaku pada langgal
diundangkan

PasaJ 21

Hul hul yung berkaitan teknis pelaksanaan dengan Standar
Kompetensi .laharan Pimpinan Tinggi Pratarna, Jabatan
Adrnrustrator dan Jabatan Pengawas ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

rasa] 20

BABlV
KETENTUAN PENUTUP
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